BAB VI

KESIMPULAN

6.1. Kesimpulan

Melalui hasil evaluasi yang telah dilakukan mengenai hasil kinerja serta
pencapaiannya, maka diperoleh kesimpulan bahwa kinerja Provinsi Jawa Barat
tahun 2020 dan 2021 sudah cukup baik dengan adanya pencapaian target serta
peningkatan capaian kinerja dari tahun ke tahun. Hasil skor/peringkat yang selalu
masuk kedalam tiga besar Provinsi terbaik dalam taraf nasional serta hasil
pencapaian kinerja dari ketiga capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang meningkat di tahun 2021 menjadi bukti dari penilaian kinerja tersebut.
Penilaian capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut dilihat
melalui indikator dan analisisnya. Berdasarkan masing-masing capaian kinerja,

maka dari itu dapat disimpulkan bahwa:

1. Capaian Kinerja Makro
Hasil analisis dalam capaian kinerja makro menunjukan bahwa
Provinsi Jawa Barat menunjukan tidak terjadinya kenaikan capaian kinerja
secara signifikan. Namun pada dasarnya hasil pencapaian dari masing-
masing indikator Kkinerja dapat dikatakan berhasil mencapai target dan
dikategorikan ‘“Sangat Baik”. Pada dasarnya Provinsi Jawa Barat telah

memenuhi kualitas hidup masyarakat yang baik, penurunan angka
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kemiskinan, penurunan angka pengangguran, peningkatan ekonomi,
pertumbuhan pendapatan per kapita, dan pemerataan pembangunan di Jawa
Barat. Artinya dalam variabel ini, Provinsi Jawa Barat memiliki kinerja
yang baik dan telah mencapai pembangunan nasional.
Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan

Hasil evaluasi dalam capaian Kkinerja penyelenggaraan urusan
pemerintahan dalam IKK outcome menunjukan bahwa terjadi kenaikan
yang signifikan dan hampir memenuhi target yang ingin tercapai
dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun pada dasarnya, hanya
terdapat 10 dari 32 urusan pemerintahan yang telah mencapai target.
Sedangkan mayoritas urusan pemerintahan lainnya belum bisa mencapai
target yang ditetapkan dan memiliki kinerja yang “Kurang”. Masih terdapat
banyak urusan pemerintahan yang belum berhasil tercapai, termasuk
dengan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar. Hal tersebut didukung
dengan belum terpenuhinya kapasitas yang memerlukan pelayanan air
minum, persentase kawasan kumuh yang dapat ditangani belum
sepenuhnya, sedikitnya tenaga kerja yang bersertifikat, sedikitnya
perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan, belum
terpenuhinya target pemakaian kontrasepsi Modern Contraceptive,

sedikitnya peningkatan investasi di Provinsi, dan sebagainya.

Hasil analisis dalam IKK fungsi penunjang menunjukan kenaikan
hasil capaian kinerja dari tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut

didukung dengan capaian yang menunjukan kenaikan rasio keuangan,
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peningkatan pegawai yang berkompetensi dan berpendidikan, peningkatan
penggunaan metode kompetitif dalam pelaksanaan pengadaan, serta
meningkatnya transparansi/partisipasi  publik dengan pelaksanaan
penyebaran informasi sumber daya dan akses publik yang baik. Maka dari
itu dapat dikatakan bahwa Jawa Barat berhasil mengatur dan menangani
urusan pemerintahan internal yang dijalankan oleh seluruh bagian

Pemerintah Daerah.

3. Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

Hasil analisis indikator kinerja utama atau disebut sebagai KU
dalam capaian akuntabilitas kinerja pemerintah daerah menunjukan
keberhasilan Jawa Barat dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah,
dimana hal ini ditunjukan dalam total ketercapaian kinerja yang melebihi
target realisasi pada tahun 2020 dan 2021. Ketentuan pengukuran Kinerja
menunjukan bahwa capaian kinerja Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021
dikategorikan “Sangat Baik”. Pada dasarnya, Provinsi Jawa Barat telah
memenuhi sasaran strategis RPJMD dengan menghasilkan kebijakan,
program, dan inovasi pelayanan publik yang baik, mencapai visi dan misi

prioritas Jawa Barat, serta efisiensi dalam menggunakan sumber daya.

6.2. Rekomendasi

Hasil kesimpulan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai

evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Jawa Barat, menghasilkan
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beberapa rekomendasi yang dapat menjadi masukan baik dalam kegiatan evaluasi

maupun dalam penelitian kinerja Jawa Barat, yaitu:

1. Melihat bagaimana indikator dalam masing-masing capaian Kkinerja
memiliki level kesamaan yang berbeda atau bersifat positif negatif dan tidak
dapat disamakan, maka teori pengukuran kinerja yang digunakan
Pemerintah seharusnya memiliki indikator yang sederajat untuk
memudahkan penilaian kinerja.

2. Perlu adanya dorongan kepada urusan-urusan pemerintahan dalam
melakukan tugas dan wewenangnya atau dalam melakukan pelayanan
kepada masyarakat. Dorongan tersebut diharapkan dapat memperbaiki
kinerja Jawa Barat yang belum bisa mencapai kinerja yang optimal dan
dapat meningkatkan Kkinerja Provinsi Jawa Barat atau bahkan menjadi
Provinsi terbaik dalam tingkat nasional.

3. Dengan melihat bahwa Kemendagri yang selama tiga tahun tidak
mengeluarkan skor dan peringkat kinerja, maka perlu adanya alasan yang
jelas dan konsistensi dalam mengeluarkan hasil evaluasi. Hal ini
dikarenakan hasil dari capaian kinerja tersebut sangatlah penting bagi
Pemerintah Daerah agar dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kinerja
di tahun berikutnya.

4. Perlu adanya tim evaluasi internal agar lebih efisien. Artinya dalam hal ini,
Provinsi juga akan mengukur kinerja Provinsi tanpa harus menunggu Tim
Nasional untuk melakukan evaluasi dan mengeluarkan hasil skor/peringkat

dalam bentuk Keputusan Menteri. Hal ini dilakukan agar mempersingkat
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waktu kegiatan evaluasi, mencegah terjadinya penundaan pengumuman
hasil kinerja, serta Pemerintah Daerah dapat dengan cepat memperbaiki

Kinerjanya.

Selain ketiga rekomendasi tersebut, ada pula rekomendasi secara akademis
agar dapat mengembangkan pengetahuan dalam bidang manajemen publik.
Pertama, dalam penelitian evaluasi kinerja berbasis LPPD dianjurkan untuk
menghitung berdasarkan kategori range dan bukan rata-rata dalam bentuk
persentase. Kedua, perlu dilakukan pengukuran efektivitas kegiatan EPPD untuk
menilai ketercapaian fungsi dari pelaksanaan pengukuran kinerja serta mengukur

keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi.
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